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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 102/M-DAG/PER/12/2015 

TENTANG 

KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI 

BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing 

nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan 

di bidang perdagangan, khususnya impor mesin 

multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan 

mesin printer berwarna; 

  b.  bahwa ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, 

mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang 

Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin 

Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdaganmgan 

Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan 

Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi 

Berwarna dan Mesin Printer Berwarna , dinilai sudah 

tidak relevan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 

tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, 

Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012, dan 

mengatur kembali ketentuan impor mesin multifungsi 

berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer 

berwarna; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin 

Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan Nomor 93, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3806);  
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5584); 

9 Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara;(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 ) 

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 90; 

12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang 

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 

Periode Tahun 2014-2019; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                      

14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa 

Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan 
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Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     

72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan ketiga 

atas Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/3/2007 

tentang Stndarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib 

terhadap Barang dan Jasa yang diperdagngkan. (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 1518; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                       

20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 1518; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                 

31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan; ( Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1187; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.011/2011 tentang Sistem Klasifikasi Barang 

dan Pembebanan Tarif Bea Masuk (Berita nEgara 

Republik Indonesia Nomor 1617) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

133/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Klasifikasi 

Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang 

Impor) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1192); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                

46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

1104); 
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18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                       

53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

1271); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                 

48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di 

Bidang Impor; (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 1006); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                   

70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal 

Importir; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

1516); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                        

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban 

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada 

Barang; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

1519) 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, 

MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER 

BERWARNA. 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Mesin Multifungsi Berwarna adalah mesin yang dapat 

menjalankan dua fungsi atau lebih, terutama untuk 

mencetak, menggandakan, atau transmisi faksimili, 

memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan 

mesin pengolah data otomatis atau jaringan yang 

dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih 

dari satu warna. 

2. Mesin Fotokopi Berwarna adalah mesin fotokopi yang 

dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih 

dari satu warna. 
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